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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Surakarta dalam 
mengungkap tindak pidana Kekerasan keterlibatan Kepolisian Surakarta dalam 

mengidentifikasi kasus kematian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkait 
istri tertentu dan dampak hukum dan regulasi situasional KDRT terkait istri 

dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. Jumlah 
kasus KDRT terkait istri yang meningkat di Indonesia, serta dampak buruk 

terhadap kesehatan fisik dan mental korban dan kematian yang diakibatkan, 
menjadi dasar latar belakang studi ini. Studi ini dilakukan dengan menggunakan 

metode penelitian hukum empiris dalam kerangka pendekatan kualitatif yang 
terdiri dari wawancara penegakan hukum dan kajian pustaka. Bukti menunjukkan 

spektrum keterlibatan yang luas oleh Kepolisian Surakarta yang dibantu oleh 
penegakan hukum dalam kasus kematian KDRT terkait istri, mulai dari 

penyelidikan, pengumpulan dan pembuktian, serta koordinasi kasus sistemik 
reflektif dengan hukum. Kepolisian Surakarta dihadapkan pada kasus kekerasan 

KDRT secara sistemik. Hukum daerah yang dikutip sendiri dan regulasi 
situasional KDRT serta hukum KDRT dan regulasi kekerasan situasional 

memberikan dasar hukum yang cukup untuk pengendalian dan pengaturan WCD. 
Peningkatan pengendalian KDRT dan hukum KDRT serta kepolisian Surakarta 

sangat diperlukan. 

Kata kunci: KDRT, kepolisian, kematian istri, penegakan hukum, Surakarta 

 

Abstract 

This study aims to analyze the role of the Surakarta Police in uncovering criminal 
acts of domestic violence, particularly the involvement of the Surakarta Police in 
identifying cases of death caused by domestic violence against wives, as well as 

the legal implications and regulatory aspects of domestic violence against wives 
within the context of Law Number 23 of 2004 and Islamic law. The increasing 

number of domestic violence cases against wives in Indonesia, along with the 
severe physical and mental health impacts on victims and the resulting deaths, 

forms the background of this study. This research employs an empirical legal 
research method within a qualitative approach, consisting of law enforcement 

interviews and literature review. The findings show a broad spectrum of 
involvement by the Surakarta Police, supported by law enforcement mechanisms 

in handling death cases resulting from domestic violence against wives, ranging 
from investigation, evidence collection and verification, to systematic case 

coordination in accordance with the law. The Surakarta Police face domestic 
violence cases as a systemic issue. The applicable regional regulations and 

situational domestic violence regulations, along with domestic violence law and 
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regulations concerning situational violence, provide a sufficient legal basis for 
controlling and addressing domestic violence cases. Strengthening the control of 

domestic violence and the enforcement of domestic violence law by the Surakarta 
Police is highly necessary. 

Keywords: online gambling, law enforcement, police, cybercrime, Wonogiri 

1. PENDAHULUAN 

Sebagai negara hukum, Indonesia mendasarkan hukum tersebut pada Pasal 1, Ayat 3, UUD 

1945 Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa hukum mengatur seluruh aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam situasi ini, perlindungan dan 

penegakan hak asasi manusia oleh negara untuk memastikan perlindungan hak hidup dan 

tidak adanya kekerasan menjadi suatu keharusan. Namun, dalam kenyataan sosial, terdapat 

banyak jenis pelanggaran terhadap hak ini, salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT).
1
 

KDRT merupakan bentuk fenomena sosial yang cenderung kompleks dan 

tersembunyi, karena terjadi di ranah pribadi dan rumah tangga. Dampak KDRT dalpalt 

bersifat serius dan akan berpengaruh secara fisik dan psikologis terhadap korban, dan 

terkadang dapat mengakibatkan kematian korban. KDRT yang terjadi dan 

mengakibatkan kematian menunjukkan bahwal KDRT tidak lagi menjadi urusan hukum 

keluarga, daln harus ditangani oleh sistem peradilan pidana.
2
 

Di Indonesia, regulasi KDRT tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggal. Kerangka hukum ini 

menjelaskan perlindungan terhadap korban KDRT, serta tindakan penegakan hukum 

terhadap pelakul KDRT.
3
  Namun, dalam kasus KDRT, diketahui bahwal pelaporan 

kalsuls masih rendah meskipun terdapat hambatan sosial dan budaya, serta kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban.
4
 Oleh karena itu, banyak kasus KDRT 

tidak dapat meengeluarkan titik terang dan puncaknya dapat menyebabkan kematian bagi 

korbaln.
5
 

                                                             
1 Saharuddin, S. (2020). Studium Causa Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Litigasi Amsir, 9 (3), 188–

195. 

2 SIMFONI-PPA. (2024). Data kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2024. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. 

3 Alfian, E. (2020). Tugas dan fungsi kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Legalitas: Jurnal Hukum, 12 (1), 27–37. 

4 UN Women. (2021). Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19 

5 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), & Komnas Perempuan. (2023). Laporan tahunan kekerasan dalam rumah 

tangga di Indonesia. Jakarta: KemenPPPA. 
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Salah satul kalsus KDRT yang menyebabkan kematian terjadi di Surakarta 

dengan Nomor BP/88/IX/2024/Reskrim, di mana seorang suami melakukan kekerasan 

terhaldalp istrinya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
6
 Kasus ini menjadi 

penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana peran aparat kepolisian dalam 

mengungkap tindak pidana KDRT yang memiliki kompleksitas tinggi, baik dari segi 

pembuktian maupun faktor sosial yang melatarbelakanginya.
7
 Selain itu, kasus ini juga 

mencerminkan masih adanya tantangan dalam implementasi hukum terkait KDRT 

ditingkat praktis.
8
 

Dari sudut pandang hukum, KDRT yang berakibat fatal dapat ditinjau dalam 

perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta hukum pidana umum dan 

hukum Islam.
9
 Dalam hukum Islam, menghilangkan nyawa seseorang termasuk 

perbuatan yang dilarang karena menghilangkan nyawa seseorang bertentangan dengan 

hukum dan menyalahi prinsip harganya nyawa.
10

 Oleh karena itu, analisis pada kasus 

KDRT penting ditinjau dari aspek hukum yang berlaku serta aspek agama yang terdapat 

dalam masyarakat.
11

 

Penelitian ini penting karena kekerasan dalam rumah tanggal sedang meningkat. 

Di luar penderitaan fisik dan mental korban, kasus kekerasan dalam rumah tanggal 

kadang-kadang menyebabkan kematian korban. Hukum tidak cukup untuk mengisi 

kekosongan yang dibuat oleh pelaksanaan hukum yang buruk oleh polisi, terutama 

terkait pengungkapan kasus, dan kekosongan dalam hukum mengenai pengungkapan.
12

 

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran mengenali 

efektivitas peran kepolisian serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam 

penanganan kasus KDRT yang menyebabkan kematian.
13

 

                                                             
6 Badruzaman, D. (2020). Keadilan dan kesetaraan gender untuk para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tahkim, 3 (1), 103–124. 

7 Sari, A., & Putri, A. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Krtha Bhayangkara, 14 (2), 236–245. 

8 Siregar, D., & Elyani, E. (2023). Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi kejiwaan anak laki-laki dan perempuan. Journal of Human and Education 

(JAHE), 3 (2), 127–132. 

9 Sibarani, S. (2016). Prospek penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jurnal HAM, 7 (1), 1–9. 

10 Suhatini, A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana KDRT di Kabupaten Sidenreng Rappa. 

Parepare: Institut Ilmu Sosial dan Bisnis. 

11 Gaggarin, B. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tannga yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/PID.SUS/2015). Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 

12 Bawues, D. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 

mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lex Crimen, 9 (3). 

13 Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, 4 (5). 
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Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak halnya 

membahas pengaturan hukum mengenali KDRT secara normatif, tetapi juga mengkaji 

secara empiris peran Kepolisian Surakarta dalam mengungkap kasus KDRT yang 

menyebabkan kematian pada istri berdasarkan studi kasus konkret Nomor 

BP/88/IX/2024/Reskrim.
14

 Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif 

hukum positif dengan hukum Islam, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih 

komprehensif dalam memahami fenomenal KDRT.
15

 

Dalam kerangka ini, penelitian ini mengidentifikasi masalah-masalah berikut: (1) 

Apa spesifikasi hukum terkait kriminalitas kekerasan dalam rumah tangga yang 

menyebabkan kematian istri dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

dan dalam hukum Islam? (2) Kesulitan apa yang dihadapi Kepolisian Resor Surakarta 

dalam menindaklanjuti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan 

kematian istri dengan Nomor BP/88/IX/2024/Reskrim? Penelitian ini bertujuan: (1) 

untuk mengetahui ketentuan hukum yang berkaitan dengan kriminalitas kematian akibat 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dari sudut pandang hukum positif dan 

hukum Islam. (2) Untuk menggambarkan hambatan yang dihadapi Polisi Resor 

Surakarta salat menuntut dan menyelidiki kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat 

kematian istri. 

2. METODE  

 Penelitian ini mengambil pendekatan hukum empiris, dengan menggunakan metode 

kualitatif. Kerangka kerja ini akan berfokus pada fenomenal hukum yang muncul di 

masyarakat, melalui analisis fakta sosial, terutama mengenali kasus kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri di Surakarta.
16

 

Penelitian ini menggunakan kerangka studi deskriptif-analitik, dimana kerangka 

tersebut setidaknya akan memberikan deskripsi sistematis tentang masalah yang terlibat, 

dan analisis terhadap masalah tersebut dengan ketentuan hukum yang relevan. Penelitian 

ini akan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh dari aparat 

penegak hukum dalam bentuk polisi, terutama dari penyidik KDRT yang ditunjuk secara 

                                                             
14 Kusuma, M. (2019). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan KDRT. Jurnal Hukum Tri Pantang, 5 (1), 45–50. 
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ilahi; dan data sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka mengenali peraturan 

perundang-undangan yang relevan, buku dan jurnal, dan/atau literatur ilmiah.
17

 

Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi. 

Wawancara akan dilakukan terhadap subjek yang menjadi fokus penelitian; observasi 

akan dilakukan terhadap proses penanganan kasus; dan studi hukum akan digunakan 

untuk mendapatkan data yang relevan dengan kerangka hukum. 

Data akan dianalisis melalui analisis kualitatif dalam model interaktif, yang 

meliputi tahap pengurangan data, penyajian data, dan perumusan data. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang kewajiban polisi saat menangani kasus 

yang melibatkan KDRT yang berujung pada kematian istri.
18

 

 3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

   3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana KDRT yang Menyebabkan Kematian 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan 

Data Pribadi (UU PDP), persyaratan persetujuan yang jelas dalam pengolahan data pribadi 

merupakan unsur penting dari kerangka perlindungan data di Indonesia.
19

 Dalam konteks 

fintech lending, consent eksplisit menjadi dasar legitimasi hukum bagi penyelenggara dalam 

mengakses, memproses, dan menyebarkan data pribadi pengguna, termasuk data pihak 

ketiga seperti kontak darurat.
20

 Hal ini penting karena hubungan hukum dalam fintech tidak 

halnya melibatkan debitur dan penyelenggara, tetapi juga dapat berdampak pada pihak lain 

yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian.
21

 

Pasal 16 UU PDP secara tegas mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus 

didasarkan pada persetujuan yang sah dari subjek data. Persetujuan tersebut harus 

diberikan secara bebas, spesifik, terinformasi, dan eksplisit.
22

 Dalam praktik fintech 

lending, ketentulan ini seharusnya mengharuskan adanya mekanisme persetujuan yang 
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jelas dan terpisah, khususnya ketika data pihak ketiga akan digunakan untuk tujuan 

penagihan.
23

 Namun demikian, dalam praktiknya, banyak penyelenggara fintech yang 

masih menggunakan sistem persetujuan umum (blanket consent) melalui syarat dan 

ketentuan yang panjang dan sulit dipahami oleh pengguna.
24

 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 (POJK No. 

40/2024), khususnya Pasal 12, penyelenggara fintech ending diperbolehkan untuk 

mengakses data tertentu dalam rangka operasional layanan, termasuk untuk penagihan.
25

 

Namun, ketentuan ini tidak secara tegas mengatur batasan mengenali consent eksplisit 

terhadap data pihak ketiga. Hal ini menimbulkan konflik normatif antara UU PDP dan 

POJK, di mana UU PDP mengedepankan prinsip perlindungan data yang ketat, 

sementara POJK masih memberikan ruang yang relatif longgar bagi penyelenggara.
26

 

Konflik normatif ini menciptakan celah hukum (legal gap) yang berpotensi 

disalahgunakan oleh penyelenggara fintech lending.
27

 Dalam praktiknya, penyelenggara 

seringkali mengakses daftar kontak pengguna tanpa memastikan bahwa pihak ketiga 

tersebut telah memberikan persetujulan secara eksplisit.
28

 Akibatnya, pihak ketiga yang 

tidak memiliki hubungan hukum dengan penyelenggara justru menjadi korban 

penyebaran data dan gangguan komunikasi.
29

 

Menurut teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, situasi ini menunjukkan 

ketidakmampuan hukum untuk memberikan perlindungan yang efisien kepada pihak 

yang lebih lemah.
30

 Dalam hal ini, pihak ketiga sebagai subjek data berada dalam posisi 

yang rentan karena tidak memiliki kontrol terhadap data mereka yang diproses oleh 

                                                             
23 Ira

l

wa
l

n, A
L

. (2019). Ba
l

ta
l

sa
l

n penela
l

nta
l

ra
l

n ru
l

ma
l

h ta
l

ngga
l

 da
l

la
l

m perspektif hu
l

ku
l

m kekera
l

sa
l

n da
l

la
l

m ru
l

ma
l

h ta
l

ngga
l

 da
l

n hu
l

ku
l

m perka
l

wina
l

n Indonesia
l

. Ju
l

rna
l

l 

Hu
l

ku
l

m Responsif, 7 (2), 100–109. 

24 Kha
l

ira
l

, U
L

. A
L

., Sa
l

pu
l

tra
l

, F., & Sa
l

ifu
l

lla
l

h, T. (2022). Penela
l

nta
l

ra
l

n ru
l

ma
l

h ta
l

ngga
l

 oleh su
l

a
l

mi seba
l

ga
l

i bentu
l

k kekera
l

sa
l

n da
l

la
l

m ru
l

ma
l

h ta
l

ngga
l

 ditinja
l

u
l

 da
l

ri U
L

U
L

 No. 

23 Ta
l

hu
l

n 2004. Ju
l

rna
l

l Ilmia
l

h Ma
l

ha
l

siswa
l

 Fa
l

ku
l

lta
l

s Hu
l

ku
l

m U
L

niversita
l

s Ma
l

liku
l

ssa
l

leh, 5 (1), 59–67. 

25 Menta
l

ri, R. (2024). Mewu
l

ju
l

dka
l

n kea
l

dila
l

n: Perlindu
l

nga
l

n hu
l

ku
l

m ba
l

gi perempu
l

a
l

n korba
l

n KDRT da
l

la
l

m sistem pera
l

dila
l

n pida
l

na
l

 Indonesia
l

. Spectru
l

m: Jou
l

rna
l

l 

of Gender a
l

nd Children Stu
l

dies, 4 (1), 32–45. 

26 Ginting, A
L

. G., Sima
l

tu
l

pa
l

ng, V. U
L

., & Ba
l

tu
l

ba
l

ra
l

, S. A
L

. (2019). Restora
l

tive ju
l

stice seba
l

ga
l

i meka
l

nisme penyelesa
l

ia
l

n tinda
l

k pida
l

na
l

 kekera
l

sa
l

n da
l

la
l

m ru
l

ma
l

h 

ta
l

ngga
l

. Ju
l

rna
l

l Rectu
l

m, 1 (2), 180–187. 

27 Ba
l

sri, M. H. (2025). Penega
l

ka
l

n hu
l

ku
l

m terha
l

da
l

p pela
l

ku
l

 tinda
l

k pida
l

na
l

 kekera
l

sa
l

n da
l

la
l

m ru
l

ma
l

h ta
l

ngga
l

 (KDRT) di Polres Lu
l

ma
l

ja
l

ng Ja
l

wa
l

 Timu
l

r. Cou
l

rt Review: 

Ju
l

rna
l

l Penelitia
l

n Hu
l

ku
l

m, 5 (3), 85–94.. 

28 Ca
l

hya
l

ni, A
L

. I., Monita
l

, Y., & Sirega
l

r, E. (2020). Pida
l

na
l

 denda
l

 seba
l

ga
l

i a
l

lterna
l

tif pemida
l

na
l

a
l

n pa
l

da
l

 tinda
l

k pida
l

na
l

 kekera
l

sa
l

n da
l

la
l

m ru
l

ma
l

h ta
l

ngga
l

. Pa
l

mpa
l

s: 

Jou
l

rna
l

l of Crimina
l

l La
l

w, 1 (2), 176–192. 

29 Ku
l

su
l

ma
l

, F., & Su
l

sa
l

nto, D. (2025). Kea
l

dila
l

n hu
l

ku
l

m ba
l

gi su
l

a
l

mi korba
l

n kekera
l

sa
l

n ru
l

ma
l

h ta
l

ngga
l

. Penerbit Widina
l

. 

30 Mu
l

ltiwija
l

ya
l

, V. R. (2022). Tinda
l

k pida
l

na
l

 kekera
l

sa
l

n fisik menga
l

kiba
l

tka
l

n kema
l

tia
l

n da
l

la
l

m lingku
l

p ru
l

ma
l

h ta
l

ngga
l

 (Pu
l

tu
l

sa
l

n No. 27/Pid. B/2021/PN. TRT). 

Reforma
l

si Hu
l

ku
l

m Trisa
l

kti, 4 (4), 920–929. 



 

7 

 

pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang lebih progresif untuk 

memastikan bahwa prinsip consent eksplisit benar-benar diterapkan secara efektif.
31

 

Selain itu, prinsip-prinsip dalam General Data Protection Regulation (GDPR) 

seperti purpose limitation, data minimization, dan transparency juga relevan untuk 

dijadikan acuan dalam menilai praktik fintech di Indonesia. Dalam konteks ini, 

penggunaan data kontak darurat untuk tujuan penagihan harus dibatasi secara ketat dan 

halnya dilakukan jika terdapat persetujuan yang sah dari pihak yang bersangkutan.
32

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif telah 

terdapat pengaturan mengenali consent eksplisit dalam UU PDP, implementasinya dalam 

sektor fintech lending masih menghadapi berbagai kendala. Diperlukan harmonisasi 

regulasi antara UU PDP dan POJK, serta penguatan pengawasan oleh OJK agar prinsip 

perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara optimal.
33

 

  3.2 Peran Kepolisian Surakarta dalam Pengungkapan Kasus KDRT 

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam praktik fintech lending 

merupakan isu yang sangat penting, mengingat posisi mereka yang tidak terlibat 

langsung dalam perjanjian kredit, namun terdampak secara langsung oleh praktik 

pengolahan data.
34

 Dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.
35

 

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran 

sebelum terjadi. Dalam konteks fintech lending, perlindungan preventif dapat 

diwujudkan melalui regulasi yang ketat mengenali pengolahan data pribadi, serta 

pengawasan oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
36

 UU PDP telah memberikan dasar hukum yang 
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kuat dengan mengatur prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, termasuk kewajiban 

untuk memperoleh consent eksplisit.
37

 

Namun demikian, efektivitas perlindungan preventif masih terbatas oleh 

rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak pengguna yang tidak memahami 

konsekuensi dari pemberian akses data, sehingga mereka secara tidak sadar memberikan 

izin kepada penyelenggara untuk mengakses seluruh kontak dalam perangkat mereka.
38

 

Hal ini diperparah oleh kurangnya transparansi dari penyelenggara mengenali bagaimana 

data tersebut akan digunakan.
39

 

Selain itu, pengawasan oleh OJK terhadap penyelenggara fintech lending juga 

masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan terhadap praktik internal 

perusahaan. Meskipun penyelenggara telah terdaftar secara legal, tidak semula dari 

mereka memiliki sistem perlindungan data yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa 

legalitas tidak selalu sejalan dengan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data.
40

 

Di sisi lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan sanksi 

terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Dalam UU PDP, pelanggaran terhadap 

ketentuan pemrosesan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, 

maupun pidana.
41

 Sanksi administratif dapat berupa denda, penghentian sementara 

kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi perdata memungkinkan 

korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialami.
42

 

Dalam praktiknya, mekanisme perlindungan represif masih belum berjalan secara 

optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenali hak-hak 

mereka sebagai subjek data, serta prosedur yang relaltif kompleks dalam mengajukan 
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pengaduan atau gugatan. Selain itu, pembuktian dalam kasus pelanggaran data juga tidak 

mudah, karena melibatkan aspek teknis yang membutuhkan keahlian khusus.
43

 

Pihak ketiga sebagai korban sering kali tidak memiliki akses yang memadai 

terhadap informasi mengenali bagaimana data mereka diperoleh dan digunakan. Hal ini 

menyulitkan mereka untuk menuntut pertanggungjawaban dari penyelenggara fintech. 

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih sederhana dan efektif untuk 

memberikan akses keadilan bagi korban.
44

 

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga juga harus mencakup 

aspek pemulihan, baik secara materiil maupun immateriil. Dampak dari penyebaran data 

tidak halnya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial. Oleh karena itu, 

pendekatan yang digunakan harus bersifat komprehensif dan berorientasi pada korban.
45

 

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam fintech 

lending memerlukan pendekatan yang terpadu antara regulasi yang kuat, pengawasan 

yang efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Tanpa adanya upaya tersebut, 

maka potensi pelanggaran akan terus terjadi dan merugikan masyarakat luas.
46

 

  3.3. Tantangan Kepolisian dalam Mengungkap Kasus KDRT 

Penilaian terhadap konsistensi regulasi dan aktivitas pinjaman fintech 

mengidentifikasi ketimpangan yang signifikan antara norma hukum (das sollen) dan praktik 

aktual (dals sein). Meskipun struktur hukum yang ada di Indonesia sebagian besar sudah 

komprehensif dengan Undang-Undang PDP dan POJK No. 40/2024, praktik situasional saat 

ini masih kurang memadai.
47

 

Salah satu bentuk ketidaksesuaian tersebut terlihat dari praktik penyebaran data 

oleh debt collector yang masih sering terjadi, meskipun telah ada larangan dalam 

regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah dan belum 
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memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, mekanisme pengawasan yang ada belum 

mampu mendeteksi dan mencegah pelanggaran secara efektif.
48

 

Faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya kepentingan ekonomi dari 

penyelenggara fintech. Dalam upaya untuk menekan angka kredit macet, penyelenggara 

cenderung menggunakan metode penagihan yang agresif, termasuk dengan 

memanfaatkan data kontak pengguna. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara 

kepentingan bisnis dan perlindungan hak privasi.
49

 

Selain itu, kurangnya harmonisasi antara UU PDP dan POJK juga menjadi 

penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian. Ketidakjelasan normal mengenali batasan 

penggunaan data kontak darurat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di 

kalangan penyelenggara. Hal ini membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan 

data.
50

 

Dari sisi penegakan hukum, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar 

lembaga. OJK sebagai regulator sektor keuangan dan Kominfo sebagai regulator di 

bidang teknologi informasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam menangani kasus 

pelanggaran data. Hal ini menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan kurang 

efektif.
51

 

Namun demikian, terdapat peluang untuk memperbaliki kondisi ini melalui 

penguatan regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Selain itu, penerapan 

prinsip privacy by design dalam sistem fintech juga dapat menjadi solusi untuk 

mencegah pelanggaran sejak awal.
52

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara regulasi dan 

praktik fintech lending masih perlu ditingkatkan. Diperlukan komitmen dari semula 

pihak, baik pemerintah, penyelenggara, maupun masyarakat, untuk menciptakan 

ekosistem fintech yang aman, adil, dan berkelanjutan.
53
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  4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bahwa ketentuan 

yang secara hukum mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang 

menyebabkan kematian secara khusus tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 dan khususnya Pasal 44 (3) dan ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dalam hukum Islam, perbuatan tersebut 

juga dilarang, dan sebenarnya merupakan pelanggaran berat terhadap hukum, karena 

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, dan kewajiban untuk melindungi kesucian 

nyawa (hifz al-nafs), oleh sebab itu, perbuatan tersebut juga dianggap sebagai tindakan yang 

termasuk dalam kategori pembunuhan. 

Dalam kasus KDRT yang menyebabkan kematian, Kepolisian Surakarta telah 

memainkan peran penting dalam penyelidikan kasus Nomor BP/88/IX/2024/Reskrim, 

melalui tahapan formal penyelidikan yang melibatkan pengumpulan bukti, pengambilan 

keterangan, dan wawancara saksi dan/atau tersangka, serta membangun kerja sama 

antarinstansi yang diperlukan. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah isu seperti kurangnya 

penyerahan, kurangnya bukti fisik, dan aspek sosio-kultural yang menentukan kesediaan 

korban dan/atau kerabatnya untuk melapor. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Kepolisian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus KDRT 

dengan memperkuat kapasitas penyidik, khususnya dalam hal pengumpulan alat bukti 

dan pendekatan terhadap korban. 

2. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenali Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 agar masyarakat lebih memahami pentingnya pelaporan kasus KDRT 

dan perlindungan terhadap korban. 

3. Masyarakat diharapkan lebih berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindak 

kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak menganggap KDRT sebagai persoalan 

privat semata. 

4. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan 

dan anak, serta tokoh masyarakat untuk menciptakan sistem penanganan KDRT yang 
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lebih komprehensif dan efektif. 
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